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BUPATI KARIMUN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
 

NOMOR   8   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2011 - 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KARIMUN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Karimun Tahun 2006-2025 dipandang perlu untuk menyusun 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Karimun Tahun 2011-2016 sebagai perwujudan aplikatif 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Karimun Tahun 2006-2025 selama lima tahun 
kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Karimun. Tahun 2006-2011 
Periode Lima Tahun sebelumnya; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasai 15 Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. 

Mengingat :  1.  Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, j Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan , Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/2096/PEMBENTUKAN-KABUPATEN-PELALAWAN--KABUPATEN-ROKAN-HULU--KABUPATEN-ROKAN-HILIR--KABUPATEN-SIAK--KABUPATEN-KARIMUN--KABUPATEN-NATUNA--KABUPATEN-KUANTAN-SINGINGI--DAN-KOTA-BATAM/99uu053.PDF
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4356); 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);: 

 

7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/33/KEUANGAN-NEGARA/03uu017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/57/PERBENDAHARAAN-NEGARA/04uu001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/74/SISTEM-PERENCANAAN-PEMBANGUNAN-NASIONAL/04uu025.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/78/PEMERINTAHAN-DAERAH/04uu032.PDF
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1815/PERIMBANGAN-KEUANGAN-ANTARA-PEMERINTAH-PUSAT-DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH/04uu033.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/133/RENCANA-PEMBANGUNAN-JANGKA-PANJANG-NASIONAL-TAHUN-2005-2025/07uu017.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/141/PENATAAN-RUANG/07uu0261.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16757/PEMBAGIAN-URUSAN-PEMERINTAHAN-ANTARA-PEMERINTAH--PEMERINTAHAN-DAERAH-PROVINSI--DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH-KABUPATEN-KOTA/07pp038.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/997/TAHAPAN--TATA-CARA-PENYUSUNAN--PENGENDALIAN-DAN-EVALUASI-PELAKSANAAN-RENCANA-PEMBANGUNAN-DAERAH--/08pp008.pdf
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tamb'ahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2010 - 2014; 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 
 

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 
Tanun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 
2009 Nomor 02); 
 

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010—
2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2011 Nomor 03); 
 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 - 2025 ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor 
07); 
 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 
19); 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 
2008 Nomor 03); 
 

21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 07 Tahun 2006 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2006-2011 (Berita 
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2006 Nomor 07); 

http://jdihn.bphn.go.id/detail/1222/RENCANA-TATA-RUANG-WILAYAH-NASIONAL/08pp026.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/9482/RENCANA-PEMBANGUNAN-JANGKA-MENENGAH-NASIONAL-TAHUN-2010---2014--/10pr005.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/9482/RENCANA-PEMBANGUNAN-JANGKA-MENENGAH-NASIONAL-TAHUN-2010---2014--/10pr005.doc
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